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BAB VI 

PENUTUP 

 

6. 1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas 

maka akuntabiltas dan transparansi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana 

desa pada masa pandemic Covid-19 di Desa Noelbaki dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian implementasi asas akuntabilis pelaksanaan 

BLT-DD yang ada di Desa Noelbaki telah sesuai dengan arahan Instruksi 

Mendagri No. 3 Tahun 2020 yaitu : 

a) Indikator pertama Melaksanakan pendataan Calon penerima BLT-DD, 

berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah Desa Noelbaki sudah 

melaksanakan pendataan yang dilakukan oleh ketua RT. 

b) Indikator kedua Melakukan verifikasi status kependudukan calon 

penerima BLT-DD, berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah 

Desa Noelbaki sudah melaksanakan verifikasi dan validasi status 

kependudukan calon penerima BLT-DD dengan melaksanakan 

Musdesus. 

c) Indikator ketiga Kasi/kaur pelaksanaan kegiatan anggaran menyusun 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), Berdasarkan penelitian di lapangan 

pemerintah Desa Noelbaki sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) dan telah disetujui oleh kepala desa. 
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d) Indikator keempat Mekanisme penyaluran BLT-DD dilakukan secara 

tunai dan non-tunai. Berdasarkan penelitian di lapangan  Di Desa 

Noelbaki pada tahun 2020 penyaluran BLT-DD secara non tunai dan 

pada tahun 2021 dan 2022 penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai 

yang dilaksanakan di aula kantor desa.  

e) Indikator kelima Penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD 

kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan penelitian di lapangan 

pemerintah Desa Noelbaki sudah Penyampaian laporan hasil 

penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang  yaitu pada dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang.  

2. Berdasarkan hasil penelitian implementasi asas transparansi pelaksanaan 

BLT-DD yang ada di Desa Noelbaki belum sepenuhnya sesuai dengan 

arahan Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 yaitu : 

a) Kepala Desa  Noelbaki memfasilitasi BPD untuk melaksanakan 

Musdesus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk 

membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon 

penerima BLT-DD.  Berdasarkan penelitian di lapangan pemerintah 

Desa Noelbaki sudah melaksanakan musdesus dengan mengundang 

mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan 

validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD.   

b) Pemerintah desa menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD yang 

sudah disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi yang mudah 

diakses dan dijangkau masyarakat. Berdasarkan penelitian dilapangan 
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Pemerintah Desa Noelbaki tidak  menyebarluaskan daftar penerima 

BLT-DD yang sudah disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi 

yang mudah diakses dan dijangkau masyarakat.  

6. 2 SARAN  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Noelbaki seharusnya menyebarkan informasi terkait 

dengan penyaluran BLT-DD ataupun informasi terkait desa kepada 

masyarakat melalui papan informasi atau sistem informasi desa dan 

sebaiknya pemerintah Desa Noelbaki membuat situs website terkait 

dengan kebijakan atau tentang pengelolaan keuangan desa sehingga 

masyarakat dapat mengetahuinya.  

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menciptakan faktor tidak 

diterapkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020 dalam pelaksanaan BLT-

DD 
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